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Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyatakan program unggulan berobat 

gratis pakai KTP yang diusung dirinya bersama Wahidin Halim terbentur dengan sejumlah 

aturan perundang-undangan di tingkat pusat. Salah satunya undang-undang JKN KIS
i
. 

Pernyataan tersebut disampaikan Andika Harumy di hadapan Dewan Pembina 

Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia Partai Golkar Akbar Tanjung saat menghadiri HUT 

Satkar Ulama Indonesia Provinsi Banten dan kota/kabupaten se-Banten di Sekretariat DPD 

Golkar Banten, Ciceri, Kota Serang, Senin (30/4/2018), kemarin. 

Melalui pernyataannya tersebut, Andika seolah ingin mempertegas program berobat 

gratis pakai KTP tak bisa serta merta diwujudkan meski sudah mendapat restu dari 

Kementerian Kesehatan. Andika dalam sambutannya juga membeberkan program-program 

yang bakal ia jalankan bersama Gubernur Banten Wahidin Halim pada satu tahun 

kepemimpinanya yang telah dituangkan dalam RPJMD
ii
. 

“Pak Akbar, tentu saya minta doanya ini. Program bidang kesehatan, khusus yang 

sedang saya laksanakan dengan pak gubernur sedang menghadapi hambatan. Kami 

mencanangkan program berobat gratis pakai KTP yang kurang mampu Pak Akbar,” ungkap 

Andika dilansir suara.com. 

Andika mengaku masih banyak warga Banten yang belum mampu membayar 

premi
iii

 BPJS, bahkan warga tidak tahu apa itu BPJS. Dengan demikian pihaknya bercita-

cita akan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah kepada masyarakat Banten. 

Namun masih terkendala dan berbenturan dengan Undang-undang JKN. 

Andika menyebutkan, hampir 2 juta warga Banten yang tidak memiliki BPJS dan 

kurang mampu membayar premi. Pemprov sudah mengajukan kepada pemerintah pusat, 

boleh diintegrasikan dengan BPJS tetapi tidak 2 juta warga Banten. 
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Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten menilai Pemprov Banten akan 

sulit mengeksekusi program berobat gratis menggunakan KTP. Sebab bukan persoalan baik 

dan tidak baiknya program ini untuk masyarakat Banten, tapi secara aturan memang sangat 

tidak memungkinkan. 

“Kita tahu bahwa di tingkat nasional sudah ada agenda strategis Universal Health 

Coverage (UHC) dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional, yang implementasinya harus 

tuntas sampai pada level Kabupaten/Kota,” kata Ari dalam keterangan tertulisnya. 

Jaminan layanan kesehatan universal yang ditetapkan dalam RPJMN adalah merupakan 

agenda strategis nasional, untuk memastikan agenda strategis tersebut berjalan dengan baik, 

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

“Gubernur Banten sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana pasal 4 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini tidak memiliki 

keleluasaan untuk menyusun atau mengembangkan sistem Jaminan Kesehatan yang baru, 

yang berbeda dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya. 

Dengan demikian Pattiro menyarankan kepada Pemprov Banten untuk menjalankan 

instruksi Presiden untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan sukses 

sampai pada tingkatan Kabupaten/Kota di Banten. Jika Gubernur tidak mendukung agenda 

strategis nasional yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat, ada dampak politik yang 

harus ditanggung. 

“Gubernur dan wakil gubernur bisa diberhentikan sementara atau total sebagaimana 

Pasal 68
iv

 UU Pemda, karena kewajiban Kepala dan Wakil Kepala Daerah adalah 

menjalankan program strategis nasional sebagaimana Pasal 67
v
 UU Pemda itu sendiri,” 

bebernya.  
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Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 67 

mengatur bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 

melaksanakan program strategis nasional.Salah satu program yang menjadi agenda adalah 

http://www.kabar-banten.com/
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Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). JKN KIS 

merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  

Pemerintah Daerah perlu mendukung keberlangsungan program JKN-KIS demi 

mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Bentuk dukungan 

tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan 

jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema 

JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS
vi

 Kesehatan. 

Dukungan pemda meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah 

(Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD 

untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN wajib mengalokasikan sebanyak 5%. Besaran 

anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas 

layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter. 

 

                                                           
i Peraturan-Peraturan terkait dengan Penyelenggaraan JKN, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 36 Th 2009 tentang Kesehatan 

3. Undang-Undang Nomor 24 Th 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Th 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
ii RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk  jangka periode selama 5 (lima) tahunan  yang berisi  penjabaran dari visi , 

misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM 

Nasional (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ” Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025). 
iii

  Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung 

atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan 

telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. 
iv
  Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur 

bahwa: 

Ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh 

Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

Ayat (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali 

berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 

sementara selama 3 (tiga) bulan. 
v
  Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Kewajiban 

Kepala Daerah dan wakil kepala daerah meliputi: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 
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b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah; 

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

f. melaksanakan program strategis nasional; dan 

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. 
vi
  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional) 


